BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 315

(o=

ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) bersama Bupati Bengkalis telah menyempurnakan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017 sesuai
dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor
Kpts.1212/XI1/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran
2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang
Penajabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2017,

. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12°Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);




. Undang-Undang Nomor 1. Tahun 2004 = tentang
- Perbendaharaan Negara ~ (Lembaran Negara - Republik =
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara ol

: fRepubhk Indones1a Nomor 4355), g B i

.;‘fUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan A
- Pengelolaan = dan  Tanggung Jawab - - Keuangan Negara . =
. (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4400); '

bUndang—Undang Nomor 25 Tahun 2004. tentang Slstem.

.~ Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

" Republik 'Indonesia’ Tahun: 2004 Nomor 104, Tambahan.

v Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4421);

S Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan :

-~ Keuangan antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 . ... .
- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a,”‘ s

e :\Nomor 4438),

- 10.

12

Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah E S
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ~ = .
Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negarav e
G ﬁfRepubhk Indones1a Nomor 4438); - : S
1L Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan L
- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik =

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran‘

-Negara Repubhk Indones1a N omor 5324), =y

,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntah g
- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 = =
S Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm“f e
- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan =
. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan =

" Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

jPemerlntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia . nan
~ Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nega.ra Repubhk i

Sk . IndOneSla Nomor 5679), T

13,

Peraturan Pemermtah Nomor 24 Tahun 2004 “tentang

‘Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota o

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repulik . B

. Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran = = = |
 Negara Repubhk Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah

~ diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005

‘tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 .

‘Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan - -

Pimpinan dan Anggota Dewan - Perwakilan. Rakyat Daerah =
_ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, - .-
‘ S’,Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor s

. 4540);

14

Peraturan Pemerlntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang' |
*Pengelolaan Keuangan Badan Layanan ‘Umum *(Lembaran-

R 'Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

: “:~":“v;;_‘Lembaran Negara Republlk Indonesm Nomor 4502); "  Futiiy

.jPeraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang S1stern

150 ﬂ
- Informasi  Keuangan ' Daerah (Lembaran Negara ' Republik

;“Indonesm ‘Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran -

e "Negara Repubhk Indonesm Nomor 457 6)




1‘6.'Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang‘
-‘Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nega.ra Republik -
- Indonesia. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran'?“ s
e .Negara Repubhk Indones1a Nomor 4578), e i

17. Peraturan ‘Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
. Pedoman Penyusunan dan Penerapan ‘Standar Pelayanan = .
. .‘M1n1ma1 (Lembaran Negara Republik: Indone31a Tahun 2005 = -
" Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesxa T
Nomor 4585); SR ‘

- 18. Peraturan Pemermtah Nomor 79 - Tahun 2005 tentang_:‘ S
- Pedoman. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan T
,Pemermtahan Daerah" (Lembaran Negara Republik Indonesia R
~Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan . Lembaran Negara R
R Repubhk Indonesm Nomor 4593), B e
©19. Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang; G
~_ Pelaporan Keuangan dan Kmer_]a Instansi - Pemerintah. -
(Lembaran Negara Repubhk ‘Indonesia  Tahun 2006 ‘Nomor e
- 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor} ;
v.4578L S il

20. Peraturan Pemenntah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar S

AT _Akuntans1 Pemenntah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Tahun ' 2010 Nomor 123, ~ Tambahan Lembaran Negara 0 it
Republik Indonesm Nomor 5165), TR "

k’}k1221.’Peraturan ‘Menteri Dalam Negeri Nomor 31 “Tahun 2016
_+ tentang Pedoman - Penyusunan - Anggaran Pendapatan dan
- ‘Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, .

C22, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nornor 03 Tahun e
2009  tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan ~ Keuangan, . | |
. sebagalmana ‘telah  diubah dengan Peraturan Daerah .+

-~ Kabupaten Bengkahs Nomor - 3 Tahun * 2015 tentang =

' Perubahan Atas Peraturan Daerah - Kabupaten  Bengkalis =
- Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok—Pokok Pengelolaan”i{-*f;_;vl‘*_;»1,1_“;
B Keuangan Daerah S : gl s

4 Dengan Persetu_]uan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

.»\_ﬂ}

S BUPATI BENGKALIS
e | : MEMUTUSKAN W
 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN i
Menetapkan gg#\NJADAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan’ Belan_]a Daerah Tahun Anggaran 2017? 5
~adalah sebagaJ benkut - . ; : . h

1. Pendapatan Dacrah ﬁ. L . Rp.3.480.370. 992.585 oo',_;
2. BelanJa Daerah e LR 'Rp.3.701.262.514.036,43 .~ - .

o Surplus/ (Deﬁs1t Rp (220 891 521. 451 43)




3. Pemblayaan Daerah

a. Penenmaan Rp 220 891 521 451, 43

b Pengeluaran '~ g { j Rp.‘ ‘_ -0, OO
4 Pemblayaan Neto . Rp.220.891.521.451 43':
~Sisa Lebih Pemblayaan Anggaran Tahun Rp - - 0,00

berkenaan

| (1) Pendapatan Daerah sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 1, terdm“ L
- darit : - : : RN

Sk a. Pendapatan Ash Daerah se_]umlah Rp 308 150 352 OOO 00

b Dana Perlmbangan se_]umlah Rp. 2. 834 775 179 585 00 R

c. ‘Lain-lain  pendapatan " daerah yang ~sah sejumlah s

Rp 337. 445 461.000,00 e o

(2) Pendapatan Ash Daerah sebagalmana d1maksud pada ayat (1);
~huruf a, terd1r1 dar1 Jenls pendapatan L o : otk

a; _Pajak Daerah sejumlah Rp 75.000. OOO OOO OO »

b. Retnbu31 Daerah se_]umlah Rp 60. OOO OOO 000, OO ; _ :

e Hasﬂ pengelolaan kekayaan daerah yang dlplsahkan se_]umlah'

g ’Rp 40. 000 000.000,00 - e e

d. Lain- lain - Pendapatan . Ash Daerah ,;yang sah sejumlah_?:;f; = -
S »Rp 133 150 352 000 00 = B 7; ‘ . .

(3) Dana penmbangan sebagalmana dxmaksud pada ayat ( 1) huruf b L
v erdm dari j jenis pendapatan . Wik
‘ »“a.f‘Dana bag1 hasﬂ seJumlah Rp 2 417 149 463 585 OO o
 b..Dana  alokasi umum se_]umlah ‘Rp.
~345.070. 716 OOO OO , EE A S
c.  Dana: alokas1 khusus sejumlah Rp 72 555 OOO OOO 00

(4) Lain- 1a1n pendapatan daerah yang sah sebagmmana dlmaksud {U:
ppada ayat (1) hurufc, terd1r1 dar1 _]en1s pendapatan e i

a. Hlbah sejumlah Rp. o, OO
“b. ‘Dana darurat se_]umlah Rp O 00

C. Dana Bagi Hasil PaJak sejumlah Rp 100 300 OOO OOO 00 S
~'d. Dana.  Penyesuaian dan o Otonom1 Khusus ‘ se_]umlah
 Rp.237.145.461.000,00 s s i
el ;‘Bantuan keuangan dan prov1ns1 atau dan pemenntah daerah"‘ G

1a1nnya sejumlah Rp 0, OO : : S

Pasal 3

i'jk(l) BelanJa Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 terdln‘;“iii».‘:'"'r~"
’ darl S T '

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1488.603.970.260,51 =
b BelanJa Langsung Se_]umlah Rp 2.212. 658 543 766,92




(2) Belan_]a Tldak Langsung sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) H.ff,-: o
huruf a, terdiri danJenls belanJa SR e
o oa BelanJa pegawaJ se_]umlah Rp. 1. 009, 409 236 515 67
b BelanJa bunga sejumlah Rp. 0,00 :
e, BelanJa sub31d1 sejumlah Rp. 9 707. 959 330, OO
 d. Belanja hibah sejumiah Rp. 35.371. 600.000,00
e Belan_]a bantuan sos1al sejumlah Rp 0 00.
2 Belanja bagl hasﬂ se_]umlah Rp 13 500 000 OOO 00
g Belan_]a bantuan keuangan se_]umlah Rp 401. 681 300. 668 OO L
h. BelanJa t1dak terduga se_]umlah Rp 18. 933 873 755,84 .

(3) BelanJa Langsung sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b i
: terd1r1 dari j Jenls belanJa _

. a. Belan_]a pegawaJ sejumlah Rp 69 313 549 850 00

Rp 1. 020 386 065. 079 92 ' L

i f.c Belanja modal se_]umlah Rp 1 122 958 928 837 00

Pasa14 L :

( 1) Pemb1ayaan Daerah sebagaumana d1maksud dalam Pasal 1 > “ R
terdiridari:- RO R
a. Penenmaan se_]umlah Rp 220 891 521 451 43
b Pengeluaran sejumlah Rp “ j O 00

(2) Penerimaan sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) huruf a,
- terdiri dar1 _]enls pemblayaan '

. ‘a. Sisa .. Lebih Perh1tungan Anggaran Tahun Anggaran[,'{g“]
o sebelumnya (S1LPA) sejumlah Rp. 220. 891 521 451 A3 e

b. Pencalran dana cadangan se_]umla.h Rp . ..0,00

- c Hasﬂ penjualan kekayaan daerah yang dlplsahkan se_]umlahl“ :
B Rp 0 ,00 . ; _ :

Cd. Penerlmaan plnjaman daerah se_]umlah Rp 0,00

B k‘e Penerlmaan kembah pemberlan plnjaman sejumlah Rp 0 oo
| f Penenmaan p1utang daerah se_]umlah Rp 0, 00 i

(3) Pengeluaran sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b "

: _:terdm danJenls pemb1ayaan ' B T e

| a. pembentukan dana cadangan se_]umlah Rp 0 00

 b. penyertaan modal (1nvesta31) pemenntah daerah sejumlahf'
‘ Rp O 00 . : BTN e I i i e 1;.7:}:}.

C. pembayaran pokok utang sejumlah Rp 0 ,00 _
- d.pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00




Pasal 5

(1) Dalam hal terdapat darurat dalam pelaksanaan APBD Pemenntah
Daerah dapat melakukan = pengeluaran yang belum tersed1af
-anggarannya dalam Anggaran ‘Pendapatan dan- BelanJa Daerahi_f
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang
selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
_Perubahan APBD dan / atau dlsampalkan dalarn laporan reallsas1 e

'(2) 'Krlterla untuk keadaan | darurat sebagmmana dlmaksud_‘
. pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhl knterla sebaga1
-+ berikut : ‘ : : : |
a. Bukan merupakan kegxatan normal dan aktlfitas pemenntahk
' daerah dan tidak dapat d1pred1k31kan sebelumnya, s .

‘b T1dak d1harapkan ter_]adl secara berulang,
'c Berada dlluar kendah dan pengaruh pemenntah daerah

d ‘Memiliki dampak yang . 31gn1fikan terhadap anggaran dalamg‘_
‘ rangka pemuhhan yang dlsebabkan oleh keadaan darurat; dan

e Merupakan belan_]a untuk keperluan mendesak

Bl (3)_ Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaln'xana dlmaksud ,f";ff, =

- pada-ayat (2) huruf e mencakup : e g
a. Program ' dan keglatan pelayanan dasar masyarakat yang,
anggarannya belum tersedla dalam tahun anggaran bexjalan,
i b Keperluan mendesak la1nnya yang apablla dltunda akan‘ R

‘menimbulan keruglan yang 1eb1h besar bag1 pemenntah daerah- f(
“ dan masyarakat : G ST S i

Pasal 6

© Uraian | 1eb1h lanJut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahv
sebagaimana. dlmaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran . .

" Peraturan Daerah ini, yang merupakan baglan yang tldak terplsahkan E

dari Peraturan Daerah 1n1, yang terd1r1 dan
1. Lamplran I L Rlngkasan APBD

2. Lamplran II f}»:.fi‘ngkasan APBD menurut urusan pemenntahan'tik‘f :
. daerah dan organisasi SKPD; i
8. Lampiran,,III e R1ngkasan APBD menurut urusan pemenntahan s

oo e daerahy orgamsam SKPD pendapatan, belanja dan™ -
- .ipemblayaan, s » e

4, Larnpiran IV Rekap1tulas1 ' belan_]a : menurut urusan e i
S I ;?pemenntahan daerah organlsas1 SKPD program,;_ S
: Heie ‘dan keglatan v S ‘
'S, Lampiran V- | Rekap1tulas1 belanJa daerah untuk keselarasan dan "

‘ .= keterpaduan urusan pemenntahan daerah dan
~ fungsi - dalam kerangka pengelolaan keuangan S
. ../ “daerah; ‘ Sl
6. Lamp1ranVI k.“,Daftar _]umlah pegawa1 per golongan dan per"»il_g
o jaebatan; o ek il Bl
7. Lampiran VI ~Daftar plutang daerah




8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah;

10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan
aset lain-lain;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII = Daftar dana cadangan daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.

Pasal 8

(1) Dalam hal terdapat pendapatan daerah yang bersumber dari
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah belum dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Bupati melakukan
perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pendapatan daerah yang sudah ditetapkan
peruntukannya.

(3) Perubahan penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Peraturan
Daerah tentang APBD dan/atau disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 Desember 2016

LENC‘KAL:\/-
UKMININ

AMRI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 _Desember 2016

Plt. SEKRETA AERAH KABUPATEN BENGKALIS

. ARTIANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 1>



